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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mengingat pengertian, sifat, peran, dan keberadaan asas legalitas sebagai tolak ukur 

dari setiap perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak 

pidana atau bukan suatu tindak pidana, sifatnya yang fundamental sehingga 

keberadaannya tidak dapat dikesampingkan. Maka sebisa mungkin dalam proses 

penegakan hukum pidana untuk tidak mengenyampingkan asas legalitas, demi 

tercapainya kepastian hukum dan menjamin bahwa hak dari setiap individu dapat 

terhindar dari tindakan sewenang – wenang para penguasa atau pemerintah. Dalam 

hal penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur, jika tersangka kasus 

penyalahgunaan narkotika tersebut diproses hukum akan bertentangan dengan asas 

legalitas. Sehingga menjadi permasalahan, dilematis di satu sisi keberadaan asas 

legalitas yang fundamental tidak dapat disimpangi dan di satu sisi lain jika dibiarkan 

dikhawatirkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang jenis nya belum diatur 

tersebut akan mengancam masyarakat umum. Maka aparat penegak hukum dengan 

menggunakan metode penafsiran teleologis dapat menjembatani penerapan ketentuan 

hukum dengan memperhatikan batasan – batasan gramatikal dari ketentuan hukum 

tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kepastian hukum terhadap kasus 

penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur dan mengacu pada pendapat 

Utrecht dimana demi kepentingan masyarakat umum, asas legalitas dapat disimpangi, 

sehingga  seharusnya aparat penegak hukum dapat menindak dan memproses barang 

siapa yang menyalahgunakan narkotika walaupun jenis nya belum diatur secara 

tertulis jika kondisi dalam lapangan masyarakat cenderung lebih membahayakan jika 

dibiarkan, mengingat dampak dari narkotika tersebut akan membahayakan 

sebagaimana narkotika – narkotika yang jenisnya sudah diatur dalam peraturan 

perundang – undangan dalam hal ini Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Penggolongan Narkotika yang saat ini sedang berlaku mengatur jenis dan golongan 

narkotika. 
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2. Dalam kegiatan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang 

jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Badan Narkotika 

Nasional Kota Bandung, keberlakuan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana kerap membatasi kegiatan 

tersebut. Mengingat pengertian, sifat, peran, dan keberadaan asas legalitas sebagai 

tolak ukur dari setiap perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu 

tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana, sifatnya yang fundamental dan 

keberadaannya yang tidak dapat dikesampingkan, akan membatasi aparat penegak 

hukum untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya yang 

jenisnya belum diatur. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Aparat penegak hukum dan Pemerintah khususnya legislator perlu mengkaji ulang 

apakah asas legalitas yang selama ini Indonesia anut dan terapkan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana masih dapat 

dipergunakan dan dipertahankan dengan mengingat perkembangan zaman saat ini dan 

kedepannya, atau asas legalitas dapat dikecualikan dalam praktiknya dengan 

memperhatikan semua unsur – unsur dan akibat dari sebuah terjadinya peristiwa. 

Dengan dijamin oleh aturan secara tertulis, khususnya dalam hal ini terhadap kasus 

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur sebagai 

salah satu tindak pidana atau kejahatan yang selalu berkembang setiap waktunya yang 

seringkali aparat penegak hukum atau Pemerintah khususnya legislator dalam hal ini 

cenderung tidak dapat mengimbangi, mengikuti setiap perkembangannya. Seperti 

contohnya dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat 

pengecualian pada Pasal 2 Rancagan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang 

berisikan mengenai pengecualian asas legalitas terhadap hukum adat. 

2. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan 

Narkotika perlu tetap memproses setiap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan 

narkotika yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika demi kepentingan masyarakat umum. 
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